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PROVINSISULAWESIUTARA 
BUPATI MINAHASA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELA.TAN 

NOMOR 33 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR 

OENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ MINAHASA SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanak:an Pasal 160 ayar (5) Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Rctnbusi Daerah, maka perlu diatur mcngenai Tatacara 
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi 
Parkir. 

b bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu mcnctapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan 
Rembusr Parkn- di Kabupaten Minahasa Selatan; 

I. Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupatcn Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Propmsi Sulawesi Utara (Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4273); 

2. Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang­undang ... 



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (L.embaran Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan L.embaran Negaa 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L.embaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan L.embaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 
5234), 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {L.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L.embaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Penge!olaan Barang Milik Negara/ Dae rah sebagarmana 
telah diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (L.embaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan L.embaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 48551: 

9.Peraturan .... 

I 



9. Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angukutan Jalan Ja\an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
193,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 

5468); 
12 Peraturan Menteri Da!am Negen Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negen 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbcntukan Prociuk 
Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mmahasa Selatan Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 
Seri C), 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mmahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 
Seri C); 

15. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2016 

Meri.etapkan 

tentang Forum Lalu lintas Angkutan Jalan Kabupaten 
Mmahasa Selatan; 

16 Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Perparkrran di Kabupaten 
Minahasa Selatan. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRJBUSI PARKIR. 



12. Tcmpal Park.ir di Tcpi Jalan Umum yang selanjulnya 
drsingkat Parkir TJU adalah tempat parkrr ditepi jalan 
umum yang tcrlctak pada status jalan Kabupatcn yang 
ditcntukan olch Bupati scbagai tempal parkrr kcndaraan. 

13. Tcmpat Khusus Parku- yang selanjumya drsingkat TKP 
adalah tempat parkir kendaraan beserta fasihtas 
penunjangnya yang dimi!iki Pemenntah Dacrah yang dapat 
dikelola olch Pemcrintah Oacrah atau Sadan Usaha Milik 
Dacmh nrau orang pribedr yang mchput1 gedung 
parkir,taman parkir dan pelataran atau !ingkungan parkir. 

14. Tcmpat Parkrr Swasta adalah tcmpat parkrr yang dimiliki 
olch Swasta yang dikclolah o\eh orang pnbad1 atau badan. 

15. Tcmpat Parkir Tidak Tctap adalah Park.tr yang dilaksanakan 
pada tcmpat dan waktu yang udak tetap 

16. Pctugas Parkir adalah Orang yang dipekcrjakan oleh 
Penyc!cnggara Tcmpat Parkir sebagai tukang parkir pada 
Tcmpat Khusus Parkir. 

17. Juru Parktr adalah orang yang dirugaskan pad a tcmpat 
parktr di tepi jalan umum bcrdasarkan surat tugas. 

18. Pcmbantu Juru Parkir ada!ah Orang yang mcmbantu juru 
parkir di tepi jalan umum 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Paeal 2 
(1) Maksud dttetapkannya Pcraturan Bupati mi ada!ah untuk 

menyusun Tata cam Pclaksanaan Pcngclolaan dan 

Pemungutan Retribusi Parkir scsuai dcngan aturan 
perundang-undangan. 

(2) TuJuan ditctapkan Peraturan Bupall rru adalah: 

a meningkatnya Pelayanan Parktr kepada masyarakat: 

b tcrwujudnya pendapatan Parkrr yang transparan; 

c.terciptanya .... 

) 



c. lerciptanya sistem pemungutan dan penyetoran retribusi 
Parkir yang lebih aktif, dan 

d memngkalnya Pendapatan Ash Daerah. 

BAB III 
PENOELOLAAN PARKJR 

Pasal 3 

(l) Pengelolaan Parkir me!iputi; 

a F\.mgsi manajemen pengclolaan Parkir, 

b. F'ungsi pengawasan serta pengcndalian Parkrr, 

c F'ungsi perlindungan dan pemberdayaan Parkir, 

(2) F'ungsi Pcngelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Drlaksanakan oleh Dinas dan bekerjasama dengan 
Perusahaan Daerah. 

(3) Pengelolaan Tempat Parkir sebagarrnana drmakaud pada 
Ayat j2) meliputi: 

a Tempat Parkir di Tep, Jalan Um um, 

b. Tempat Khusus Parkir. 

c. Tern pat Parkar Tidak Tetap. 

d. Tempat Khusus Parkir di area Pasar. 

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan 
dratur- lcbih tanjut dengan Perjanjian Kerjesarna. 

(5) Tekms Pengelotaan Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat 
{l) akan diarur lebih !anjut oleh Dinas 

BAB IV 

RETRIBUSI PARKJR 
Bagian Pertama 

Pemungutan Retribusl 



Pasal 4 

(I) Pemungutan retnbusi parkir yang dtlaksanakan oleh 
Pengelola Parkir yang drlakukan oleh Pemungut Retrrbusr 
Parkir (juru parkir). 

(2) Dalam pelaksanaan pemungutan retrtbusi JUru parkir wajib 
memakai seragam parkir beserta kelengkapannya 

(3) Ke\engkapan sebagaimana drmakaud pada Ayat {2) berupa: 

a. karcis yang telah diporporasr oleh badan pendapatan 
dan pengclolaan kcuangan dan asct daerah; 

b. rcmpr juru parkir; 

c. peluit; dan 

d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan. 

(4) Tanda Pengcnal juru parkir dibuat dan drkeluarkan oleh 
Pengelola Parkir. 

Pasal 5 

Pengelola Parkir dan/atau Juru Parku- wajrb : 

a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir; 

b. menjaga kebersihan, kcindahan dan kenyamanan 
lingkungan parkir; 

c. mcnggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan 
Pemerintah Daerah yang dised.iakan untuk 1 kali parkir; 

d. menycrahkan karcrs parkir aebagai tanda bukti untuk 

seuep parkir pada saat memasukr tempat parkir dan 
memungut retribusi parkir sesuar ketentuan; 

e. mcnyetorkan hasi! rctribusi parkir seeuar ketentuan; dan 

f. menata dengan tertib kendaraan yang drparkir, pada 
waktu datang dan pergi. 

g. menjaga dan memchhara fasuhtaa pendukung parkir 



Pasal 6 

(1) Perusahaan Daerah diberi target Pendapaum Asli Daerah 
dan sektor retribusi Parkir dan berkewajiban mcmenuhi 

jumlah target rctribusi yang tclah discpakati dcngan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran target Pendapatan Asli Dacrah yang drbebankan kc 
Perusahaan Dacrah dituangkan melahu Perjanjian 
Kerjasama antara Dinas dan Perusahaan Daerah. 

(3) Besarnya target retnbusr Parkir yang drtetapkan dapat 
drtlnjau kembali sctiap J(satu) tahun sekah. 

Baglan Kcdua 

Penyetoran Retribuai 

Pasal 7 

(1) Perusahaan Daerah menyetorkan target Pendapatan Asli 

Daerah dari sektor retribtrsr Parkir kepada Dinas Teknis 
mclalui Rekening Kas Daerah {KASDA) dan bukti 
pcnyetoran diserahkan ke Dmas. 

(2) Penyetoran target retribusi sebagaimana drrnaksud pada 
ayat (1) dilakukan sctiap han kerja 

BABY 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Paaal 8 

Pembinaan dnn Pcngawasan Parkir di\aksanakan olch Dinas. 

BAB VI .... 

I 



• 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mular beriaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seuap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangun 
Peraturan Bupati mi dengan penempatannyn da!am Serita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan. 

Ditetapkan d1 Amurang 
pada tanggal I 1'19\/{t>.J\ 2019 

BUPAT:\MINAHASA SELATAN, 

CHRJSTIANY EU ENIA PARUNTU 
Diundangkan dr Amurang 
pada tanggal I Agur6i� 201') 

DENNY P. KAAWOAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN .. 10.��0 .... �.!§. 
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